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bahwa untuk raelaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat

Daerah Tahun 2O2 1 -2026:

: 1. Pasal. 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Talr'un 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

Menirnbang

Mengingat



?

1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daera,h

Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingtat II Tapin, dan

Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah

Undang-Undang Nomor 27 Tal:'un 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (l.embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nornor 51, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undalg Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang Cipta Kerja (l.embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

4.

5.



Menetapkan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keda

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3
Tahun 2O2l tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun

2O2 1, -2026 (l,embaran Daerah Kabupaten Bulungan

Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Bulungan Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten

Bulungan.

3. Bupati adalah Bupati Bulungan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak 2021 sampai dengan tahun 2026.



Rencana Strategis Perangkat Daerah yang

selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah

adalah dokumen perencana€rn Perangkat Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun

202 1 sampai dengan tallun 2O26.

Rencana Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I
(satu) tahun.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)

Tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang

menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil

pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang

diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program

Perangkat Daerah.

Program adalah bentuk penjabaran kebijakan

Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi

satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil

yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

11. Kegiatan adalah serangtaian aktivitas

pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah untuk menghasilkan keluaran (output)

dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu

Program.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 202I.2026

Pasal 2

Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2O2l-2O26.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 202l-2026

sebagni6s64 dimaksud pada ayat (1) memuat
'l\uan, Sasaran, Program, Kegiatan pembangunan

6.

7.

8.

9.

10.

(1)

(21



dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD

dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi

pedoman kepala Perangkat Daerah dalam merumuskan

rancangan Renja Perangkat Daerah dan digunakan

sebagai bahal penyusunan rancangan Rencana Kela
Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(l) Renstra Perangkat Daerah Tahun 202l-2026

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Pendahuluan;

Gambaran pelayanan Perangkat

Daerah;

Permasalahan dan isu strategis

Perangkat Daerah;

Tujuan dan Sasaran;

Strategi dan Arah Kebijakan;

Rencana Program dan Kegiatan

serta pedanaan;

Kinerja penyelenggaraan bidang

urusan; dan

Penutup

(21 Uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah

Tahun 202I-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahan dari Peraturan Bupati ini.

a. Bab I

b. Bab II

c. Bab III

d. Bab IV

e. Bab V

f. Bab VI

g. Bab VII

h. Bab VIII



BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pa.da tancsal 24 September 2O2l

BUPATI BULUNGAN.

ttd

SYARWAM

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanssal 24 September 2O2l

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNCAN.

ttd

NOMOR 24

lY /a

Salinan seeuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,


